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Pendahuluan 

Perusahaan adalah entitas atau organisasi yang didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis 

dengan tujuan mencari keuntungan. Sebagai entitas terpisah dari individu atau pemiliknya, 

perusahaan memiliki struktur, tata kelola, dan tanggung jawab hukum yang terpisah. 

Perusahaan dapat berbentuk badan usaha, seperti perseroan terbatas (PT) atau koperasi, dan 

beroperasi dalam berbagai sektor dan industri. Tujuan utama perusahaan adalah 

menghasilkan produk atau layanan yang dijual kepada pelanggan, mempekerjakan karyawan, 

dan menciptakan nilai bagi pemegang saham atau pemiliknya. Perusahaan juga memiliki 

tanggung jawab untuk mematuhi peraturan hukum, membayar pajak, menjaga integritas 

dalam bisnisnya, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di 

mana mereka beroperasi1.  

Peraturan perundang-undangan antikorupsi di perusahaan Indonesia merupakan hal penting 

yang harus dipahami dan diikuti oleh setiap organisasi. Korupsi adalah masalah serius yang 

dapat merusak integritas, stabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Untuk melawan korupsi, 

pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan guna 

mencegah, mendeteksi, dan memberantas tindakan korupsi di sektor perusahaan. 

Salah satu peraturan utama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Undang-undang ini mendefinisikan korupsi, melarang berbagai tindakan korupsi, dan 

memberikan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, terdapat juga peraturan-peraturan turunannya, 

seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau peraturan daerah yang lebih spesifik 

dalam mengatur pencegahan dan penindakan korupsi di perusahaan. 

Navigasi peraturan perundang-undangan antikorupsi di perusahaan Indonesia memerlukan 

pemahaman yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan 

perlu menjalankan tanggung jawabnya dengan membangun budaya integritas, melibatkan 

manajemen aktif, dan melaksanakan kebijakan antikorupsi yang jelas. Hal ini meliputi 

pelatihan karyawan, audit internal, dan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif. 

Perusahaan juga perlu memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat 

untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Kerjasama dengan pihak berwenang, seperti 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, juga penting untuk melawan korupsi 

dengan memberikan laporan jika ditemukan indikasi tindakan korupsi. 

Mematuhi peraturan perundang-undangan antikorupsi adalah kewajiban perusahaan untuk 

menjaga reputasi, meminimalkan risiko hukum dan finansial, serta memberikan kontribusi 

positif terhadap lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas. Dengan melaksanakan praktik 

 
1 Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, and Sri Budi Purwaningsih, ‘Buku Ajar Hukum 
Perusahaan’, Umsida Press, 15 March 2023, 202–202, https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8. 



bisnis yang jujur dan transparan, perusahaan dapat membangun kepercayaan pelanggan, mitra 

bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. 

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan konteks 

yang unik, sehingga penting untuk berkonsultasi dengan profesional hukum yang 

berpengalaman dalam hukum perusahaan dan antikorupsi untuk memastikan kepatuhan yang 

tepat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatasi situasi yang 

spesifik. 

 

Pembahasan  

Berikut ini adalah beberapa langkah “Bagaimana Menavigasi Peraturan Perundang-Undangan 

Antikorupsi di Perusahaan Indonesia”: 

1. Menyadari Peraturan Antikorupsi: Pelajari dan pahami peraturan antikorupsi yang 

berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19992 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan turunannya. Hal tersebut perlu 

dilakukannya penyamarataan dalam seluruh jajaran perusahaan terkait memahami 

definisi korupsi, jenis tindakan yang dilarang, dan sanksi yang mungkin diberlakukan. 

2. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan: Memberikan pelatihan secara rutin kepada 

karyawan tentang pentingnya pencegahan korupsi, peraturan antikorupsi yang 

berlaku, dan konsekuensi pelanggaran3. Tingkatkan kesadaran karyawan tentang 

risiko korupsi dan berikan panduan praktis tentang bagaimana menghindari situasi 

yang berpotensi menimbulkan korupsi. 

3. Pelibatan Manajemen: Manajemen perusahaan harus memainkan peran aktif dalam 

mendorong budaya integritas dan menerapkan kebijakan antikorupsi4. Ini melibatkan 

memberikan contoh yang baik, mempromosikan transparansi, dan memastikan bahwa 

sistem pengendalian internal yang efektif telah diterapkan. 

4. Dilakukan Audit Internal: Lakukan audit internal secara teratur untuk memeriksa 

kepatuhan perusahaan terhadap peraturan antikorupsi. Audit ini dapat membantu 

mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan proses yang dapat dieksploitasi oleh 

pelaku korupsi5. 

5. Pelaporan Pelanggaran: Sediakan saluran yang aman dan rahasia bagi karyawan 

atau pihak ketiga untuk melaporkan dugaan pelanggaran korupsi. Pastikan bahwa 

pelaporan tersebut diproses dengan serius dan bahwa langkah-langkah perlindungan 

diberikan kepada pelapor6. 

 
2 ‘UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI]’, accessed 24 May 2023, 
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999. 
3 Ahmad Zuber, ‘Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan 
Korupsi)’, Journal of Development and Social Change 1, no. 2 (2018): 178–90. 
4 NINAWATI Ninawati, ‘Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Dan Industri Dalam Pencegahan 
Korupsi’, Media Nusantara 19, no. 1 (2022): 12–16. 
5 Ninawati. 
6 Destia Dwi Putri and Yuni Putri Yustisi, ‘Mekanisme Tata Kelola Internal Dan Pengungkapan Antikorupsi 
Perusahaan Di Indonesia’, EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis 10, no. 2 (2022): 1245–54. 



6. Kerjasama dengan Pihak Berwenang: Jika ada dalam jajaran perusahaan yang 

menemukan indikasi adanya tindakan korupsi di perusahaan, segera laporkan ke pihak 

berwenang yang berkompeten, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 

Indonesia7. Kerjasama dengan pihak berwenang dapat membantu dalam penyelidikan 

dan pengungkapan tindak pidana korupsi. 

Selain langkah-langkah di atas, penting untuk mendapatkan nasihat hukum yang 

komprehensif dari profesional hukum yang berpengalaman dalam hukum perusahaan dan 

antikorupsi di Indonesia. Mereka dapat membantu dalam menavigasikan dengan lebih baik 

peraturan perundang-undangan antikorupsi yang relevan dengan perusahaan. 

 

Kesimpulan 

Menavigasi peraturan perundang-undangan antikorupsi di perusahaan Indonesia adalah suatu 

tindakan penting yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan, integritas, dan 

kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam menghadapi kompleksitas hukum perusahaan 

dan upaya pemberantasan korupsi, perusahaan perlu memahami undang-undang yang 

berlaku, mengidentifikasi risiko korupsi, mengembangkan kebijakan antikorupsi yang kuat, 

melibatkan karyawan dalam pelatihan dan kesadaran, menerapkan pengendalian internal yang 

efektif, dan menyediakan saluran pelaporan pelanggaran. Dengan mematuhi peraturan dan 

menerapkan praktik bisnis yang jujur dan transparan, perusahaan dapat membangun reputasi 

yang baik, mengurangi risiko hukum dan finansial, serta memberikan kontribusi positif 

terhadap lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas di Indonesia. 
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